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 BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap penghasilan yang diperoleh 

melalui Transaksi E-Commerce yang dilakukan oleh mahasiswa 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 

36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan pada prinsipnya sesuai dengan Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mana perhitungan pajaknya sendiri 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pembukuan dan dengan 

melalui norma atau tanpa pembukuan. Perhitungan pajak penghasilan 

menggunakan pembukuan sama seperti pembukuan secara umum yaitu 

kewajiban menyelenggarakan pembukuan dengan melampirkan Laporan 

Laba Rugi pada saat pengurusan pajak penghasilannya. Perhitungan Pajak 

Penghasilan dengan menggunakan Norma adalah sebuah pedoman 

penentuan penghasilan bersih wajib pajak golongan tertentu yang tidak 

bisa menyelenggarakan pembukuan secara normal. Perhitungan pajak 

penghasilan dengan menggunakan norma harus memenuhi syarat-syarat 

terlebih dahulu seperti yang ada dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
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2. Pemahaman dan kesadaran mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

yang melakukan transaksi e-commerce dalam pemenuhan kewajiban pajak 

penghasilan masih kurang yang mana meskipun mengetahui bahwa 

penghasilan yang diperoleh melalui transaksi e-commerce merupakan 

objek pajak penghasilan, tetap saja mahasiswa tersebut tidak mendaftarkan 

diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), 

melaksanakan kewajiban pemenuhan pajaknya dengan tidak memasukan 

penghasilan dari transaksi e-commerce yang dilakukan nya kedalam SPT 

tahunannya. Bahkan ada mahasiswa yang tidak mengetahui transaksi e-

commerce yang dilakukannya itu dikenai pajak penghasilan. 

B. Saran 

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan Self Assement System ini 

memang memberikan kebebasan bagi wajib pajak orang pribadi untuk 

menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya, akan 

tetapi dengan sistem perpajakan seperti ini wajib pajak harus lebih 

ditingkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan 

pajak serta mengenai penghasilan seperti apa yang merupakan objek pajak 

penghasilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti : 

1. Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

khususnya Direktorat Jendral Pajak baik melalui media massa atau pun 

sosialisasi secara langsung dilapangan.  

2. Perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

khususnya Direktorat Jendral Pajak terhadap jajaran pegawainya yang 
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mengelola dana dari pemenuhan pajak penghasilan agar tidak terjadi lagi 

kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. 

3. Wajib pajak sendiri selayaknya memahami pentingnya pemenuhan pajak 

penghasilannya, karena pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak 

akan digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan 

oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi pajak penghasilannya 

setiap tahun. 
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